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WALIKOTA'PALEMBANG 
PERATURAN WAl,.KOTA PALEMBANG 

NOMOR '28TAHUN 2014 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERlNTAH KOTA 

DENOAN RAI-IMAT TUHAN YANO MAHA 11:~A 

WALJKOTA PALEMBANG, 

a. Bahwa terlib aclministrasi pengelolaan keuangan 
merupakan salah satu hal yang pcnting dalam 
mewujudka.,1 tata kelola pemerincahan yang baik; 

b. hahwa tata kelola pemerintahan yang baik melalui 
kc:bijaka.n akuntansi pemerintab dacrah merupakan 
salah satu upaya untuk menghindari praktek korupsi 
dan pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan 
keuangan daerah yang dapat rucrusak sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

c. bahwa berdasarkao ket.entuan Pasal 239 Peraturan 
Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tal1un 2006 kepala 
daerah menstapkan peratu.ran kepala dacnlh Lenlang 
kebijakan akunlansi pemerin tah daerah dengan 
bcrpcdoman pada Standar Akuntansi Pemcrintahan, 
dan berdasarkan kctcntuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentaug 
Penerapan Standar Alnmtansi Pemerintahan .Berbasis 
Akrual pada Pcmerintah Dacrah, peraruran kcpala 
dacrah yang mengatur kebijakan akuntansi pemcrintah 
daerah berbasis a krual ditetapkan paling lambat 
tanggal 31 Mei 2014; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan h uruf c perlu 
rnenetapkan Peratui·a.,1 Walikota Palembang tentang 
Kebija.Kan Akw1tansi Pemerintah Kota; 

1. Undang-Undang Noroor 28 Talmo 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah Tingkat u dan Kow.praja di 
Sumatera Selatan (Lcmb,u-an Negara Republik 
ludu1)c3,ia 'l'ahu n 1969 Nomor 73, Tamba.han 
Lembaran Negarn Rcpublik Indonesia Nomor 1821); 



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesii, Nomor 4437) 
sebagaiman~ telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
te,,tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 TaJ,un 2004 tentang Pcmerintahan Daerab 
(Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Talmn 2003 lentang 
KeuAne,•:m Nr.g::sr::i (T,embru'QJ:l Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanibahan 
Lem baran Negara Republik lndonesiaNomor 4 286); 

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

5. Penuuran Femerit>tah Nomor 71 Talmo 2010 tcntang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemba.ran Negara 
RepubW, Indonesia Tabun 2010 Nomorl23, 
Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan 
Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali, 
tcrakhir clengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Noroor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atns 
Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor l3 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan 
Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 64 Lahun 
2013 tentru'lg Penerapan Standar Akuntansi 
Pemcdota.han Berbasis Akt'uaJ pada Pemerintah 
Dacrah (Berita Negara Republik lndone$la Tahun 
2013 Nomor 1425); 

8. Pcraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pol<ok Pengclolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 
2007 Nomcr 2); 



MEMUTUSKAN: 

Menctapk:an : PERATURAN WALIK01'A Tl);NTANG KEB!JAKAN AKUNTANS! 

PEMERINTAH KOTA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengao 

1. Pcn1erintah Kota adalah Pemcrintah Kota Palembang. 

2. Walikota adaJah Wali.kota PalcmbQng. 

3 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang 
selanjutnya disingkat /\PBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Kola Palembang yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. 

4 . Satuan Kerja Pe.-angkat Daerah yang sclanjutnya disingkat 
SKPD adalab perangkat daerah pada Pemerinl<'lh Kota 
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

5. Satuan Kerja Pengclola Kcuangan Daerah yang 
selanju tnya ctisingkaL SKPKD adalah perangkat daerab 
pada Pcmecinlah Kota selaku pengguna 
anggaran/pcngguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangatl <laerah. 

6 . Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang 
sclanjutnya ctisebut dengan Kepala SKPKD adalali pejabat 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Ben<lahara Umllm Daerah. 

BAfl II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud diterbitkallnya Peraluran WaJikota ini adala~ sebagai 
pcdomao bagi SKPD clan SKPKD dalam pclaksanaan 
kebijakan aku.ntansi berbasis akrual pada Pemcrintah Kota. P 

Pasal3 

Tujuan diterbitkannya Perat:uran Walikota ini adalah untuk 
mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
Pemcrinlah Kota dalam rangka pcnyusunan laporan 
pedanggungiawa.ban p,cla.kounuo.n APBD. 



Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meli puti: 

a Kerangka Konseptual; 

b. Penyaj ian Laporan Keuangan; 

c. Laporan Realisasi Anggaran; 

d. Ncraca; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Catalan Atas Laporan Kcuangan; 

g. Akuntansi Pendapatan; 

h . Akuntansi Belanja dan Beban; 

i. Akuntansi Perobiayaan; 

j. Akuntansi Aset; 

k. Akuntansi Kewajiban~ 

!. Akunlansi Ekui:as Drum; 

m. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan 

Peristiwa Luar Biasa; 

n. Laporan Konsolidasian; 

o. Laporan OperasionaJ. 

BAB Ill 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 5 

Kebijakan akuntar.si Pcmerintah Kota terdiri atas ptinsip, 
dasar. konvcnsi, aturan, dan praktik spesillk yang dipilih oleh 
Pemerintah Kota dalam penyusunan dan pen.yajian 1.aporan 
K<::uangan Pemerintah Kot.a. 

Pasal 6 

Kcb(jakan akuntansi Pernerintah Kota dibangun at.as dasar 
keraJ1gka kon,;eptual kcbijakan al<untansi Pemerintah Kota 
yang mengacu pada kerangka konsept.ual standar akuntan si 
pcmerintabru1. 

Pasal 7 

Kebijakan akunta."lsi Pemerintah Kota mengatur penyajian 
laporan keuangan untuk tuj uan umum dalam t"angka 
meningkatlm.n kctccbandingan lapora.n keuangan baik 
terhadap anggara.'1, antar petiode, maupun antar entitas 
a kunt.w1~j. 



Pasal 8 

Kcbijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatw: ctasar 
penyajian laporan realisasi anggaran untuk Pemerinlah Kota 
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas seba1;:a.imana 
clitctapkao oleh peral'Uran perundang-unclangan. 

Pasal 9 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur clasar 
penyajian laporan arus kas dan saldo anggaran lebih yang 
memberikan informasi historis meogcnai perubahan kas dan 
set:ara k.as f-'emenntah Kota dengan mengkJasi.fi.Jrosjkan a.rus 
kas berclasarkan aktivitas opcrasi, investasi asct non 
keuangan, pcmbiayaan clan non anggaran selama satu periode 
akuntansi. 

Pasal 10 

Kebijakan akunta,si Pemerintah Kota mengalur dasar 
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan 
atas laporan keuangan yang mcmuat ha! yang mempengaruhi 
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan liscal dan monctcr, 
seba b terjadinya perbedaan yang material am.ara anggarao 
dan realisasinya, ser ta daftar yang merinci lebih lanjut angka 
yang dianggap perlu dijclaskan. 

Pasal 11 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota. mengatur dasar 
pengakuan, pengukuran, clan pengungkapan dalam akuntansi 
pendapatan dima,a aku.ntansi pendapatan tcrdiri clari 
akuntansi pendapatan Japoran realisasi anggarao yang 
terdapat di laporan rcalisasi anggarao dan akuntansi 
pcndapatan Japore.n opcrasional yang terdapat di lapotan 
operasional. 

Pasal 12 

Kcbijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar 
pengakuan, pengulruran, clan pengungkapan dalam akuntansi 
belanja dan beban dimana akuntansi belanj a terdapat di 
lap0ran realisasi anggaran dan akunt.an~i beban tcrdapat di 
laporan operasional. 



Pasal 13 

Kebijakan akuntansi Pcmerintah Kota mengatur dasar 
penyajian Lsporan operasional yang menyajikan ikhtisar 
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kot.a untuk kcgiatan 
penyelcnggaraan pemerintahan dalam saLll periode. 

Pasal 14 

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota mengatur dasar 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam 
akuntansi asset denga.n mengklasifikasika.n asset ke da.Iam 
a~sct JanceJ· dan a.set non la.near. 

Pasal 15 

Kebijakan akLmtansi Pemerintah Kota rnengatur dasar 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan daJam 
akuntansi kewajibao dcngan mengklasifikasika..n kewajiban 
ke dalam kcwajibnn jangka pendek <Ian kewajiban jangka 
panja,,g. 

Pasal l6 

Kebija.kan akuntansi Pemerintah Kot.a mengatur dasar 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam 
akuntansi ekuitas dana dengao mengklasifikasikan ckuitas 
dana kc dalam ekuitas, ekuitas saldo snggaran Jebih dan 
ekuitas dikonsolidasikan daJain rangka mcmcnuhl tujuan 
akuntabilitas scbagaimana ditetapkan oleh peraturan 
penmdang•undangan. 

Pasal 17 

Kcbijakan akuntansi Pcmcrintah Kota mengalur perlakuan 
akuntansi at.as koreksi kcsalahan, perubahan keb(jakan 
akuntansi dan peristiwa Juar biasa. 

Pasall8 

Kebijakan akuntansi Pemerint.'ili Kota meogatur penyusllllan 
Japornn keuangan konsolidasian w,tuk cntitas alruntansi 
meliputi SKPD dao SKPKD dalam rangka menyajikan 
laporan kcuanga:, Pemerintah Kota untuk Lujuan umum 
demi mcnio;1katkan kualitas dan kclcngkapan laporan 
keuangan. 

Pasal 19 
U rajan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
dalam Lampirnn 1, Lempiran 11, 
Lamplran IV, Lawpinu , V, Lampimn Vl, 

Kota., tercantum 
Lampinu, JU, 

Lampirru:1 VJI, 



LampiranVIJl, Le.mpiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, 
Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, clan Lampiran 
XV yang merupakan bagian yang tidak terpisalikan dcngan 
Peratur.m Walikota ini. 

BABIV 

KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pacla saaL Pcraturan Walikota ini mu1ai berlaku, Peraturan 
Walikota Palcmtang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 
Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang (Serita 
Oaerah Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan 
dinyatakan lidak berlaku. 

Pasal 2l 

Peraturan Walikollt ini m ulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
201 5. Agar setiap 01-ang mcngetahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dcngan 
penempaLannya. clalrun Berita Daerah Kola Palembang. 

Diundangkao di Palembang 
pada tanggal i · s - "lOt'I 

SEKRETARJS DAERAH KOTA PALEJvlBANG, 

• UCOK HIDAY AT 

ROMl HERTON 

SERITA OAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 2S 


